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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 10 TAHUN 2004 

TENTANG 

ruGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JAB,\TAN DAN TA'rAKERJA PADA 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Oaerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tatakerja Sadan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kc.1bupaten Banyumas dan dalam rangka meningkatkan kinerja 

organisasi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas 

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Pejabat dan Tatakerja pada Sadan 
I 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan . 

Oaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Unddng-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daernh (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan 

Lembaran Negara Nomor 4437); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewcmangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Oaerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat uaerah (Lembaran Negara Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 
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5. Keputus2n Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 /SKl:3/M PAN/4/2003 Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Petun1uk Pelaksanaan Peraturan 

Peme~intah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pe:doman Organisasi 

Perangkat Daerah dan Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pem1ndahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, 

6. Pernturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 

tenlang Pembentukc:in, St.:sunan Organi~asi dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Oaerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 11 Seri D). 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN 

TUGAS JABATAN DAN T.A.TAKERJA PADA SADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH KASUPATEN SANYUMAS. 

BABI 

KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 

Da!am Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanyumas; 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas; 

4. 0adan acialah Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanyumas; 

s. Ke-pala Badcin adalah Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

8;:iriyum3s; 

6. Unit Palaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian 

tugas Sada:, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanyumas yang wilayah 

kerjanya dapat meliputi lehih dari satu kecamatan. 

7. Jr.1ba:an f-:'ungsional adalch kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sip1I dalam satuan organisasi yang 

dalam pelakrnnaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 
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g_ Jabatan Fungsional Urnurn adalah kedudukan ya 1g menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri S1::iil dalam satuan organisasi 

yang dalc:1m pelaksar,aan lugasnya didasarkan pada keah11an dan alau kelrampilan 

tertentu dan mendasarkan pada perintah/peIun1uk sorta bertanogung iawab kepada 

atasan. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

P11sal 2 

1) $usunan organisasi Sadan Pengelolaan Keuangan Oaerah, terdiri dan: 

a. Kepala Sadan. 

b. Bagi;n Tata Usaha, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program; 

C. Bidang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan; 

2. Sub Bidang Verifikasi. 

d. Bidang 8e.lanja, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Belanja Pegawai; 

2. Sub Bidang Be!anja Non Pegawai. 

e. Bidang Pendapatan dan Aset, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah; 

2 .. Sub Bidang Aset. 

f. UPT; 

g. Kelompol< Jabat,:m Fungsional. 

(2) Bagan organisasi Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yan9 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Pertama 

Kepala Sadan 

Pasal3 

Kepala Sadan mempunyei tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang 

pcngelolaan keuangan daerah berdasarkan peratu,·an perundang-undangan, kebijaka_n 

urnurn yang ditetapkan oleh Bupati dan ketentuan lain dalam rangka optimalisasi 

Pelayanan. 
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Pasal4 

untuk menyel'3nggarakan tugas pokok sebagaimana d1maksud padc:1 Pasal 4, Kepala 

aadan mempunyai fungsi: 

a 

b 

d 

e 

g 

n 

i. 

J. 

penetapan kebijakan teknis di bidang ~engelolaan keuangan daerah; 

penetcpcln renca:1a dan program kerja L:adan, 

pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan 

dan pengawcl8an di bidang pengelolaan keuangan daerah; 

pengkoordinasian pemberian rekomendasi dan pelayanan umum di bidang 

pengetolaan keuangan daerah; 

pengarahan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data; 

pe:nyelenggaraan pemberian informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah; 

pe!~ksanaan koordinasi di::mgan instansi pemerintah dan swasta; 

p~ngendalian pelaksanc:!an u,usan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan; 

peml>inaan terhadap UPT dan Carnal dalam melaksanakan tugas yang 

dilimpahkan sesuai dengan llngkup tugasnya; 

p~laksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Pasal 5 

uraian tugas Kepala Sadan sebagai berikut: 

a. menetap!<an kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman 

pel3ksanaan tugas; 

b. menetapkan rcncana, program kerja dan jadwal kegiatnn badan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan 

caerah yang meliputi per:iyusunan anggaran daerah, pelaksanaan koordinasi 

penerima::m daerah, pengelolaan aset daera!l, pel2ksanaan belanja daerah, 

pelaksanaan bendaharawan umum daerah dan pelaksanaan pembiayaan daerah 

lainnya serta pelaksanaan administrasi keuangan daerah guna optimalisasi 

PP-layanar,; 

c. menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar 

(SPM), Cheque, Buku Kas Umum Daerah, Register Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas Dae~c:1h, pengesahan Surat Pertanggungjawaban dan Daftar Pemindahan 

Adrninistrc1si (DPA) serta surat-surat lainnya rli bidang pengelolaan keuangan 

aaerah berdasarkan :<ewenangan yang dimiliki untuk kelancaran penyelenggaraan 

pernbangunan daerah; 
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rr,engorganisasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang 

pengelo\ac1n keuangan daerah guna optimalisasi pelayanan; 

,nemeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evafuas,; 

rnem::)imbing dan meniiai kinerja bawahan guna meningkatkan efektiv:tas dan 

eflsiensi pelaksanaan tugas, 

rnengorganisasikan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data di 

bidang pcngelolaan keuangan daerah guna optimalisasi pelayanan informasi dan 

perumus3n kebijakan; 

rnemberikan informasi kebijakan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah 

guna meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah; 

.r.elaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal mau;,un informal guna 

tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan lugas; 

rnengendalikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan badan untuk menunjang 

kinerja badan; 

m mengorganisasikan kegiatan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengawasan 

telmis fungsional kepada UPT dan Camat calam melaksanakan tugas yar,g 

dilimpahkan sesuai dengan lingkup lugasnya; 

n. rne\aporkan kegiatan di bidang pengelo~c:1an keuangan daerah sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

o. :r.elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya dalam 

rnngka pencapaian tujuan organisasi. 

Bagian Kedua 

Kepala Bagian Tata Usaha 

Pasal6 

KP,paia Oagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordim1sikan kegiatan ketata 

usahaan bad,m. 

Pasal7 

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikLt : 

a. mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kcrja dan jadwal kegiatan 

ketatausahaan badan guna tercapainya sinkronisasi penetapan rencana dan 

program kerja: 

b mei)jaba;kan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

!ugas: 

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan masing-masing Sub Bagian guna 

tercapa:r.ya sinkronisasi pelaksanaan l<egiatan ketataL..sahaan; 

-j_ mengko.:irdinasikan pemberian bimbbgan, pembinaan dan pengawasan kegiatan 

ketataus&haan badan guna tercapair.ya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

5 



r 

e 

0 

h 

melaksanakan koordinasi dalam unit keqa, antar unit keqa, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarc1kat terka1t ba1k secara formal maupun informal guna 

memp~roleh kesatuan pendapat, 

mengar:'\hkan pelaks~maan adm1nistrc1si surat menyurat. kears1pan, perpustakaan, 

kehumasan, keprolokolan, adrninlstras1 kepegawa1an, perlengkapan dan 

korurnahtanggaan badan, adrnlnistrasi keuangan dan tugas satuan pernegang kas 

dalarn pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta 11ernbieyaan kegiatan 

tv3dan Jgi.riya; 

mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan adrninistras1 surat rnenyurat. 

Kearsipan, perpustakaan, kehurnasan, keprolokolan, kepegawaian, keuangan, 

;:,erlengkapan dan kerumahtanggaan badan; 

rnenyelerygarakan kegiatan inventarisasi, pendalaan dan pemutakhiran data 

sebagai bahan analisis kebijakan; 

menyampaikc:1n informasi kebijakan strategis badan kepada pihak yang 

b£:rkepentir.gan guna meningkatkan pernahaman di bidang pengelol2an keuangan; 

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja rnasing-masing 

Sub Bagian untuk rnengetahu1 kesesuaiannya dengan program kerja; 

k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

:. rnernbimbirig dan meniiai kinerja bawahan guna meningkatka!1 efektivitas dan 

rn. 

n. 

efisiensi pelc1ksana2n tugas; 

melaporlrnn pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

rnelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bagian Umum 

Pasal8 

l~epala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelengga1 akan administrasi 

surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, humas dan protokol, kepegawaian serta 

perlengkapan dan rumah tangga badan. 

Pasal9 

Ui"aian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berilzut : 

a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai 

pedomar. pelaksanaan tugas; 
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menjc1barkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tuga5; 

rnenyelenggarakan pelayanan adminislras, surat menyurat, kearsipan, 

perpustakac:1n, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan 

dan ke:·umahtanggaan badan guna optimalisasi pelayanan, 

membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan adm1nistrasi surat 

menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehurnasan, keprotokolan. admlnistrasi 

kP.pegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan badan guna menlngkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

0 
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

rnembimbing dan menilai kinerja bawahan gunJ meningkatkan efektivitas dan 

g. 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

,nenyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

sebagai bahan analisis kebijf¾kan; 

h. rnemberikan informasi kebijakan teknis pelayanan administrasi surat menyurat, 

kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, 

perlengl<.apan dan \t.3rumahtanggaan badan guna meningkatkan pemahaman; 

i. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyara!<at d::m/atau masyarakat terkait bnik secara formal maupun informal guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

j. rnelaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegic:1tan; 

l<. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ,1tasan sesuai bidang tugasnya guna 

tsrcapainya tujuan organisasi. 

Paragraf?. 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok 

rnenyelenggarakan administrasi keuangan, rencana usulan kegiatan dan rencana 

angg..,ran sert8 monitoring dan evaluasi kegiatan bactan. 

Pasal11 

Uraian lugas Kepala Sub Bagi~n Keuangan dai1 Bina Program sebagai berikut: 

a. membuat rencana, pmgram kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan 

B:na Program sebagai pedornan pelaksanaan tugas; 

b. rT!enjabafkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tl!gas; 

mengelola urusan keuangan dan bina program guna menunjang kinerja badan; 
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e. 

membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan keuangan dan bina 

program gun a meningkatkan ef ektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan dokumen 

perencanaan dan pelapon:in yang termasuk d1dalnmnya Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah/Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 

{AKIP/LAKIP), serta monitoring dAn evaluasi kegiatan Oinas guna kelancaran 

tugas urusan keuangan dan bina program; 

r. mengor'3ksi rencana 3nggaran dan rencana perubahan anggaran badan dari 

masing-masing pimplnan kegiatan agar sesuai dengan standarisasi lndeks biaya 

dan rencana strategis badan serta dokumen perencanaan anggaran lainnya; 

g. memeriksa administrasi keuangan badan guna terwujudnya tertib anggaran; 

h. rnengontrol pelaksan2an tugas satuan pemegAng kas dalam pengurusan gaji dan 

penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai dengc:1n 

ketentuan yang berlaku; 

i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan fiebagai bahan evaluasi; 

J. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pP.laksanaan tugas: 

k. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

sebagai bahan anallsis kebijakan; 

!. memberikan i:,formasi kebijakan teknis uru:;an keuangan dan bina program guna 

rner.inglrntkan pemahaman; 

m. mclaksanakan koorcJinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masya;ak2t dan/atau masyarakal terkait baik secara formal maupun informal guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

r.. fTlelaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagiar;, Keuangan dan Bina Program 

kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

o. melaksc:1nakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna 

!ercapainya tujuan organisasi. 

Bagian Ketiga 

Kepa/a '3idang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi 

PaGal 12 

Kepala Bidang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok 

rnengkoordinasikan keg1atan penyusunan anggaran daerah, pelaksanaan pembukuan 

berdasarkan 5istem akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan verifikasi keuangan 

doerah. 
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Pasal 13 

uraian tugas Kepala Bidang Anggaran, Pembukuan dan Veri f ,kas,. sebaga, ber,kut 

a. mengkoordinasikan pembualan konssp keb1Jai:an tekn,s pengelolaan anggaran, 

pembukuan dan verif1kasi daerah guna tercapr.,nya s1nkron,sas1 dalam penetar,an 

kebijakan teknis; 

b mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan Jadwal kegiatan 

bidang n-:ggaran, pembukuan dan verif1kasi guna tercapainya sinkron,sasi 

p'3netapan rencana dan program kerja; 

c. menjabarkan dan mcmbagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. mengkoordina~ikan penyelenggaraan penyusunan anggaran, pelaksanaan 

pembukuan dan verifikasi guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan APBD; 

e. m0ngkoord1nasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang 

anggan:m, pelaksanaan pembukuan dan verifikasi guna tercapainya sinkronisasi 

p0!aksanaan pengelolaan keuangan daerah; 

f. memeri~.sa hasi l pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evalu2si; 

g. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

etisiensi pelaksanaan tugas; 

h. rr.engoreksi hasil penelitian kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis 

penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Pengesahan 

Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan daerah untuk mengetahui kesesuaian 

der.gan persyaratan yang berlaku; 

i. rne:,garahkan pelaksanaan administrasi penyusunan anggaran, pembukuan dan 

verifikasi t:erdasarkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

teknis d1 bidang anggaran, pembukuan dc=in verifikasi; 

j. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan 

d2n Selanja Daerah (RAPBD), APBD dan Perubahan APBD serta nota 

i<euangannya berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD dan AKU sebagai bahan 

perumusan anggaran _pada Tim Anggaran Daerah; 

k. rnengko,xdir,as:kan penyiapan bahan penyusunan Perhitungan APBD sebagai 

bahan r,embahasan dengan legislatif; 

I. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembukuan berdasarkan sistem 

31<:untansi r.euangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan perkembangan 

pengelolaan keuangan daerah; 

m. melaksanal<an penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan pengolahan 

data sistern akuntar.si keuangan daerah sebagai bahan laporan keuangan daerah 

secara berkala: 
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s. 

0,engkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verif 1kasi berdasarkan laporan 

pertanggungjawaban kegiatan dari mr1sing-ma~1ng Unit Keqa Pengguna Anggaran, 

sebagai bahan pengendalian kegiatan pengelo1aan keuangan daerah, 

mangkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Daftar Anggaran Satuan Kerja 

(DASK); 

n,elaksanakan monitoring dan evaluasi penyetor:in Pa1ak Pendapatan (Ppn) dan 

Pajak Penghasilan (Pph) berdasarkan laporan dari para pemegang kas/bendahara 

untuk mengetahui kelancaran penyetor an dan besarnya penerimaan Ppn dan Pph 

di Oaernti: 

rnengkl1ordinasikan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data guna 

tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 

memberikan informasi kebijakan strat9gis di bidang anggaran, pembukuan dan 

v~rifik~si guna meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kouangan daerah; 

rnelaksanikan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait b8ik secara formal maupun informal guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

t. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bic!ang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi 

LI. 

sebaga1 pertanggungjawaban kegiatan; 

rnelaksanaka!l tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna 

te:rcapainya tujuan organisasi. 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan 

Pasal 14 

Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan mempunyai tugas pokok 

menyelanggarakan kegiatan penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembukuan 

berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah. 

Pasal15 

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan, sebagai berikut : 

a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan anggaran, pembukuan dan 

verifikasi sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis 

pengelolaan keuangan daerah; 

b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bidang Anggaran dan 

Pembukuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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inenyel&nggarakan penyusunan anggaran dan melaksanakan pembukuan 

berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah guna opt,malisasi pelayanan di 

bidang an']9aran dan pembukuan, 

membirr,bing, membina dan mengawas, keg1atan penyusunan anggaran dan 

pe!aksa:,oan pembukuan guna meningkatkan efektiv,tas dan ef1s1ensi pengelolaan 

keuangan daerah: 

manyiapk9n maleri penyusunan RAPBD dan perubahan APBD serta perhitungan 

APBD dan nota keuangannya berdas,1rkan data dari masing-masing Unit Kerja 

Pcngguria Anggarnn sebagai bahan pembahasan Tim Anggaran; 

menelili dan menyiapkan bahan penetl3pan anggaran per kegiatan berdasarkan 

Rencanti Anggaran Satuan Kerja (RASK) dari Unit Kerja Pengguna Anggaran 

sel:>agai bahan pembahasan Tim Anggaran; 

n m!myampaikan bahan penetapan anggaran per kegiatan berdasarkan hasil 

p~mbahasan Tim Anggaran untuk ditetapkan menjadi Daftar Anggaran Satuan 

Kerja; 

, 1 nieneliti dan menyiapkar. bahan penetapan DASK dan SKO berdasarkan APBD 

dan Perubahan APBD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

1 ,. manyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi laporan keuangan dari satuan kerja 

pengguna anggaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengggunaan 

anggaran daerah; 

Jk. mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan penerimaan daerah sesuai dengan 

sistem akuntansi keuangan daerah untuk mengetahui perkembangan penerimaan 

can perig9iuaran keuangan daerah; 

i. mer.yiapkc:n bahan penyusunan laporan keuangan daerah berupa laporan realisasi 

APBD, laporan arus kas dan neraca daerah secara berkala; 

m. m1~!aksanakan koorrlinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

m.;syarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mempero)eh kesaluan pendapat; 

•n. memeriksa hasil pelaksanaan tugas baw&han sebagai bahan evaluasi; 

c. mP-nibimbing dan menilai kinerja bawahan gur.a meningkatkan efektivltas dan 

efo;iensi pelaksanaan tugas; 

•p. memberikan informasi kebijakan strategis belanja daerah guna meningkatkan 

pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah; 

q 

r. 

• 
mengkoord!nasikan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengawasan teknis 

fungsional UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan sesuai 

dengan lingkup ttJgasnya; 

melaporkan l<egiata:, Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 
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melaksa11akan tugas iain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Sub Bldang Vcrifikasi 

Pasal 16 

l(epaia Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas pol:ok melaksanakan ponyelenggaraan 

~err.c.-iksaan administratif terhadap realisasi pengeluaran keuangan daerah 

Pasal ·17 

uraiar. tugas Kepala Sub Bidang Verifikasi, sebag::ii berikut: 

8 memb'Jal konsep kebijakan teknis pengelo!aan kegic:tan verifikasi sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

C 

0 

rnembuat rencana, program kerja dan jadw::.il kegiatan Sub Bidang Verifikasi 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

,nenjabarkan dan mernbagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas: 

malaks2nakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat tcrkait baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh kesatuan pendapat; 

r,,elakukan kegiatan pemeriksaan administratif terhadap realisasi pengeluaran 

daerah 3esuai dengan laporan pertanggung jawaban (SPJ) dari pengguna 

anggaran untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan anggaran daerah; 

f. !T'enyiapkan bahan pengesahan SPJ atas pengelolaan keuangan pengguna 

anggaran sesuai dengan hasil verifikasi untuk mengesahkan penggunaan 

anggaran; 

g melaksa,1akan pemantauan pengiriman SPJ atas penggunaan anggaran daerah 

unt:.ik mengetahui keefektivitasan penggunaan anggaran daerah; 

h. melaksan::3kan pemantauan penerimaan dan penyetoran Ppn dan Pph sesuai 

dengan dc:ta dari para Pemegang Kas untuk mengetahui besarnya pendapatan 

Ppn dan Pph di lingkungan Pemerintah OcJerah; 

1. rr.elakscmakan penge!olaan arsip sesuai dengan SPJ yang telah disahkan untuk 

dipergunakan sebagai tanda bukti alas pelaksanaan kegiatan verifikasi; 

k. 

I. 

rnemeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan . sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yar.g berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 

cfektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

melaporkar. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Verifikasi kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 
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., 
rnelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam r2ngka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Bagian Keempat 

Kepala Bidang Belanja 

Pasal 18 

1(€pDla Bidang Belanja mempunyai tugas pokok mengkoordinas1kan penyelenggaraan 

eJt~tan pengelolaan '1elanja pegawai dan betanja non pegawai dan pengeluaran 

dat?ra~ 

Pasal19 

,Jraian tugas l<epala Bidang Belanja, sebagai berikut · 

L>. 

mengkoordinasikcm pembuatan konsep kebijakan tekrns pengelolaan belanja 

daerah guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis; 

mengkoordinasikan pembuc1tan rencana, program kerja dan jadwal keg;atan 

uidang Belanja guna tercapainya sinkronisasi penetapan rencana dan program 

kerja; 

c. menjab;:.rkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

lugas; 

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan i<egiatan belanja guna tercapainya 

sinkronisasi pelaksanc1an pengelolaan belanja daerah; 

e. mengkoordinasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang 

belanja guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah; 

f. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawaha,1 sebagai bahan evaluasi; 

g. membimbing dan rnenilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensl pelaksanaan tugas; 

h. rnengornksi hasil penelitian kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan teknis 

penerbitan Surat Keteranga:, Pemberhentian Pembayaran (SKPP), Surat Perintah 

Membayar (SPM) dan surat lainnya yang berkaitan dengan belanja daerah untuk 

mengetc1hui kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku; 

i. mengar-::1hkan pelaksanaan pengelol8an administrasi belanja pegawai dan belanja 

non peggwai berdc1sarkan rencann anggaran yang ada untuk memperlancar 

pengefoiaan keuangan daerah; 

J. mengkoordinasikan pelaksanaan perh!tungan terhadap perubahan belanja 

pegawai dari belanja non pegawai sesuai dengan laporan dari para pengguna 

anggaran sebagai bahan perumusan b&lanja daerah; 

k mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap Surat 

Pe'."mintaan Pembayaran (SPP); 
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11. 

0 

membf.rikan inform8si kebijakan strategis belanja daerah guna meningkatkan 

pemahama!"I terhadap pengelolaan keuangan daerah, 

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerJa, dengan lembaga 

r,1asyurakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh kesatuan pendapat; 

mengkoordinasikan pembinaan, pemberian b1mb1ngan dan pengawasan teknis 

fungsionel UPT dan C~mat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan sesuai 

de:igan lingkup tugasnya; 

melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Belanja kepada atasan sebagai 

1
,ertanggungjawaban kegiatan; 

,nelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bldang Belanja Pegawai 

Pasal 20 

Kepal3 Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

kegietan pengelolaan belanja pegawai. 

Pasal 21 

Uraia,~ tugas Kepala Sub Bidang Balanja Pegawai, sebagai berikut : 

a. rnembuat konsep kebijakan teknis pengelolaa:1 belanja pegawai sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakc:n teknis; 

b. membuat rencam:1 dan jadwal kegiatan Sub Bidang Belanja Pegawai sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakc.n kegiatan belanja pegaw2i guna optimalisasi pelayanan di 

bidang be.lanja pegawai; 

e. rnembiml:Jing, membina dan mengawasi pengelolaan belanja pegawai guna 

meningk::tkan efekti',1itas dan efisiensi belanja pegawai; 

f. rnemeriksa hasil pelnksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

Q. membirnbing dan manilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiem;i pe'aksanaan tugas; 

h. rneneliti kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan teknis penerbitan SKPP 

cc1n ·sPM untuk mengelahui kesesuaian dengan persyamtan yang berlaku; 

i. melal<sar,akan penyelenggaraan administrasi belanja pegawai sesuai dengan 

pembagian tugas masing-masing pegawai sehingga pelaksanaan administrasi 

belanja '.)egawai dapat berjalan lancar; 
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p 

q. 

:sula bela ja pega-uai ;,;:, !"'J • ~3 2 ~e- g; ~ ~a c~~~z·a- ~ ~ · 
.,pbt.Jtu .::nlanggaran bela 1a pega-11a, Sf::ara as -:;-a 2 ea-s:·s 

e ,gkoordinasikan pela~ anaa Y!:i; ? '2 per,;:: a a ca:.a :al<.a aa~a 

ga]I peqawai berdasark.a ?'3 zta pega-11a a e a 1 sebaga1 

cengeh,aran belan;a pegawa1 

e y'ele ggaral-.an kegia an 1 1e ta I a , pe ataa- da data 

sobaga1 bahan an~h.;1s keb11akan, 

e ber,kan inf ormasi kebiJakan le~ 1s pe elol.;a be la a peg a-Hat a 

ernnc_;kalkan pemahaman terhadai; pe gelolaa bela ·a pega-wa1, 

,nelak3anakan koordinasi dalam unit kerja, an ar u it ke ;a, denga le baga 

masyarakat da:i/atau masyarakat terkait baik secara for al a p i ormal g a 

mempero.eh kesatuan pendapat; 

embina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Carnal dala 

rnelaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

melaporl<an kegiatan Sub Bidang Belanja Pegawai kepada atasan sebagai 

r,ertanggungjawaban kegiatan; 

rrelaksana.'<an tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna 

t9rcapainya tujuan organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Sub Bidang Belanja Non Pegawai 

Pasal22 

Kepala Sub 0idang Belanja Non Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiat:m penge/o/aan be/anja non pegawai. 

Pasal23 

Uraian tugas l<epala Sub Bidang Belanja Non Pegawai, sebagai berikut: 

a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan belanja non pegawai sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kehijakan toknis; 

b. membuc:it rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Belanja Non Pegawai sebagai 

pedomarr pelaksanaan tugas; 

r.. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakan kegiatan belanja non pegawai guna optimalisasi pelc:1yanan d_i 

bidang belanja pegawai; 

e. rne:mbimbing, membina dan mengawas; peng~lolaar belanja non pegawai guna 

rneningka!kan efektivitas dan efisiensi belanja p~gawai; 

f. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 
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f 

Ii , memb1mbing dan meriilai kineqa bawahan guna meningkatkan ef Pktivitas dan 

r::fisiensi pelaksanaan tug::is, 
I 
I 

I n 
r:,eneliti kelengkaoan adm,nistras, dan atau persyaratan teknis penerb,tan SPM 

untuk mengetahui kesesuaian dengan p&rsyar.?lan y:mg berlaku, ' 

11 
i 

.. 

I. 

m. 

n. 

melaksnnakan penyelenggaraan admi111strasi celanja non pegawa, sesuai den~an 

pombagian tuga~ masing-masing pegawai •;ehingga pelaksanaan administrasi 

Delnnja non pegawai dapat berjalan lancar; 

melaksanc1kan perhitungan terhadl3p per:.ibahan belanja non pegawai sesuai 

tJengan usulan belanja non pegawai masing-masing pengguna anggaran untuk 

mencukupi kel:>utuhan/anggarar1 belanja nor pegawai secara rasional dan realisti3: 

r.1elc\ksarakan pcmeriksaan dan pengujian terhad.ip Surat Permintaan 

Pernbayaran (SPP) uelanja non pegawai berdasarkan usulan SPP dari pengguna 

anggarnn sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 

menyelenggarakan kegiatan inventaris;si, pendataan dan pemutakhiran data 

sabagc1i bahan analisis kebijakan; 

memberikan informasi kebijakan teknis pengelolaan belanja non pegawai guna 

meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan belanJa pegawai; 

melaks~nakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkc:it baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh kesatuan pendapat; 

o. membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Camat dalam 

melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

p. melap.orl<an kegiatan Sub Bidang Belanja Non Pegawai kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

q. rnelaksamlkan tugas lain yang diberil<an oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna 

tercapainya tujuan organisasi. 

Bagian Keiima 

Kepala Bidang Pet1dapatan Dan Aset 

Pasal24 

Kepala Bidang Peridapatan dan Aset mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 

kegiatan pe11gclolaan pendapatan dan aset daerah. 

Pasal 25 

Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan dan Aset, sebagai berikut : 

a. mengkoorcJinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan pendapatan 

dan aset daerah guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapari kebijakan teknis; 

16 



fl 
i 
i 

mengkoordinasikan pembuatan rencana, program keqa dan jadwal kegiatan 

Bidang Pendapatan dan Asel guna lercapa1nya s1nkroni. a I ponetapan rencana 

dan program kerja; 

I c 
menjabaikan dan membagi lugas kepada bawahan untuk kolancaran pelaksanaan 

tugas; 

.. 

j 

g 

n. 

mengkoorciinasikan penyelenggaraan bidang pendapatan dan aset guna 

tercapA1nya sinkroni::;asi pelaksanaan APBD; 

mengkoordinasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang 

pfmdap&lan dan aset guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan 

kouangan daerah; 

memei1ksa ha::;il pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

membimbi:19 dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

~fisiensi pelaksanaan tugas; 

mengoreksi hasil penelitian kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan teknis 

pemberian rekomendasi di bidang pendapatan dan aset daerah untuk mengetahui 

kesesu2ian dengan persyaratan yang berlaku; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran polensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk mengetahui besarnya 

potens1 Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

j. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan target dan realisasi Pendapatan 

Daerah sesuai dengan usulan masing-masing pengguna anggaran untuk bahan 

penyusunan APBD; 

k. melaksana.'<an pembinaan dan koodinasi inlensifikasi dan ekstensifikasi 

pendapatan asli daerah sesuai dengan kebijakan teknis pendapatan daerah untuk 

mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah ; 

I. melsksanakan upaya pengendalian terhadap pemungutan pendapatan daerah 

tierdasari<an laporan target dan realisasi dari masing-masing pengguna anggaran 

untuk menget:ihui pencapaian target dan realisasi pendaparan daerah; 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan keglatan administrasi pendapatan daerah sesuai 

dengan laporan penerimaan dari unit kerja terkait sehingga dapat diketahui 

perkembangan penerimc1an daerah; 

n. mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan penerimaan daerah 

berdasarkan laporan dari unit kerja terkait sebagai bahan laporsn penerimaan 

doerah secara berkala; 

o. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisis kebutuhan 

barang/jasa daerah sesuai data kebutuhan masing-masing unit kerja untuk 

mengetahui jumlah kebutuhan barang/jasa daerah; 

17 



r 

rnengi<oordi:1asikan pelaksanaan pengadaan dan d1str1bu I barangfJasa daerah 

5asuai deng3n jumlah anggaran yang ters d1a untuk moncukup1 kebutuhan 

barang/jasa daerah; 

r.,~ngkoordinasikan pelaksanaan moniioring dan ovaluas1 pongadaan barangfJasa 

daerah dalam rangka efektivilas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, 

mongkoord1nasikan pelaksanaan pengendalian pengadaan barang{jasa oleh 

pengguna anggaran agar pengadaan barang/jasa sesuai dengan stander yang 

rlitelapkan; 

mengkoordinasikan lnventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data guna 

tercapainya s1nkronisasi bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan 

cserah; 

inemberikan informasi kebijakan strategis di bidang pendapatan dan aset guna 

rneningkatkan pemahaman tentang pengelolaan pendapatan dan aset daerah; 

rne!aksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

t~rcapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

me.laporkan kegiatan Bidang Pendapatan dan Asel sebagai pertanggungjawaban 

kP.giatan; 

me.laksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna 

tercapainya tujuan organisasi. 

Paragraf 1 

Kepalc>. Sub Bidang Bina Pendapatan Oaerah 

Pasal26 

Kepala Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah mempur1yai tugas pokok melaksanakan 

koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. 

Pasal27 

Uraian tugas Kepala Sub [3idang Bina Pendapatan Daerah, sebagai berikut : 

a. memb.iat konsep kebija!<an teknis pengelolaan pendapatan daerah sebagai bahan 

pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

b. membuat rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah 

sebagni pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menjabar!<an dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pendapatan daerah guna optimalisasi 

pelayanan di bidang pendapatan daerah; 

e. membimbing, membina dan mengawasi pengelolaan pendapatan daerah guna 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan daerah; 
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l. 

rn: 

i1. 

01emeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

membimbing dan menilai kinerja bawahan gIJna men1ngkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

~eneliti kelengk.Jpan administrasi dan atau persyaratan teknis pemberian insentif 

k~pada para pemungut PAD untuk mengetahu1 kesesuaian dengan persyara1an 

,c1ng berlaku; 

:l'lengontrol penyelenggarnan pembinaan µendapatan daerah sesuai dengan 

pembagian !ugas masing-masing pegawai sehingga polaksanaan pemungutan 

PAD dapat berjalan lancar; 

inenyelenggarnkan pengukuran potensi ponerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(F'AD) der.gan instansi terkait untuk memperoleh data pote11si PAD; 

r,-enyiapkan bahan penetapan target penerimaan PAD dar. Dana Perimbangan 

bcrdasarka;, data dari instansi terkait i.mluk dibahas dalam Tim Anggaran; 

rnelaksaiiakan pembinaan, koordinasi, upaya intensifika5i dan ekstensifikasi 

pcrnungutan PAD untuk meningkatkan penerimaan PAD; 

rnelaksanakan pengendalian terhadap pemungutan PAD berdasarkan laporan dari 

mstansi remungut PAD agar realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah 

ditentukan; 

meiaksanakan administrasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana 

perimbar.gan serta pe.nerimaan daerah lainnya berdasarkan data/laporan dari 

instansi terkait; 

o. menyelenggarakan l<.egiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

sebagai bahan analisis keb:jakan; 

r. memberi!<.an informasi kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah guna 

meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan pendapatan daerah; 

s. melaksanakan koordinasi dalam unit Kcrja, antar unit kerja, dengan lembaga 

rnasyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mempero/eh kesatuan pendapat; 

1. membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Carnal dalam 

melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

u. melaporkan kegiatan Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

v. melaks-:inakan tugas lain ,-ang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna 

tGrcapainya tujuan organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Sub Bidang Aset 

Pasal28 

Kepa/a Sub Bidang Ase! mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi dan 

analisis kebutuhan barang/jasa daerah, pengadaan dan distribusi barang/jasa daerah. 
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Pasal29 

ir~iari tugas Kep~la Sub 81dang Aset, sebagai benl<ut. 

• rr.embuat konsep kebijakan teknis pengelolaan aset daerah sebaga, bahan 

pe!'timbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 

f. 

g. 

n1embuat rencnn2 d.::in jadwal kegiatan S~b Bidang Aset sebaga1 pedoman 

p~1aksanaan tugas; 

rr~njabark;_m dan merr.bagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugc1s; 

n•enyelenggarakan kegiatan pengelolaan aset daerah guna optimalisasi pelayanan 

di bidang pengelolaan aset daerah; 

m~mbimbing, membina dan mengawasi pengelolaan aset daerah guna 

meningk~tkan efekti1; itas dan efisiensi pemanfaatan aset daerah; 

memeriksc1 hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

11. meneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis pemberian 

ijin/rekomendasi penggunaan aset daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan 

pe;syaratan yang !Jerlaku; 

1. melaksanakan inventarisasi dan analisis kebutuhan barang/jasa berdasarkan 

usulan dari unit kerja untuk menentukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan; 

j. melaksar.a!(an pengadaan barang/jase sesuai dengan jumlah anggaran yang 

ter3edia untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa daerah; 

k. melaksanakan distribusi barang/jasa kapada unit kerja yang membutuhkan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan; 

I. melaksanakan proses administrasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan 

ketentuan yar.g berlaku agar dapat diketahui data aset daerah; 

m. melaksanakan pengendalian pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh unit 

kerja p8ngguna anggaran sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 

n. rnelaks,makan pemeliharaan, pemanfaatan dan perubahan status hukum aset 

daerar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBD; 

o. rnelaksanakan pengelola::m benda berharga sesuai dengan fungsinya dalam 

rangka peningkatan per.erirnaan daerah; 

p. mengontr~I penyelenggaraan pengelolaan aset daerah sesuai dengan pembagian 

tugas masing-masing pegawai sehingga pelaksanaan pengelolaan aset daerah 

dapat berjalan lancar; 

q. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

sebagai bahan analisis kebijakan; 
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y. 

me.mberikan informasi kebijakan teknis pen~elolaan aset daerah guna 

meningkatkan pemahaman terhadap pengelolc1an aset daerah; 

melaksarmkan koordinasi dalam unit kerja, antar un,t kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atall masyarakat terkait baik socara formal maupun Informal guna 

rnernperoleh kesah.1,m pendapat, 

membini:l, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Carnal dalam 

rnelaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya; 

melapo,-!<an kegialan Sub Bidang Aset kepada atasan sebagai 

pertanggungjc:waban kegiatan; 

aH- melaksanaKan tugas lain yang diberilt.an oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna 

tercapainya tujuan organisasi. 

Baglan Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Ke!omp::ik Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

menunj:.mg pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan keahlian bidang masing­

masing berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdc:1sarkan sifat. jenis dan beban kerja; 

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 
I 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TATAKERJA 

Pasal 31 

(1) Kepala Sadan drlam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang 

diietapkan oleh Bupati. 

(2) Sagian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala 

8idang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, 

sedangkan Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan 

Kepala Sub Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab 

~.epada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang membawahinya. 

Pasal 32 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing~ 

masing dipimf)in oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya 

dan ditunjuk oleh Kepala Sadan. 
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oaiarn melal<sanakan tugasnya, Kepala Sadan. Kepala Bagian, Kepala Sidang, Kepala 

sub Bagia~ dan Kepala Sub Bidang serta para Pejabat Fungsional wajib menerapkan 

pr.nsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal 

nail<. dalarn iingkungan masing-rnasing rnaupun dengan instansi lain sesuai dengan 

10gas pokoknya. 

Pasal 34 

(1) Seti?.p pirnpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sadan Pengelolaan 

Keuangan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 

bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. 

(Z) Seiiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah/petunjuk atasan dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 

cerkala tep2t pada waktunya. 

3 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 

1anjut dan untuk rnernberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan 

wajib disampaikan kepad'3 satuan orgainsasi lain yang secara fungsional 

rnempunyai hubungan kerja. 

(5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan 

organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal35 

Para Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Sadan Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Sadan dan berdasarkan 

laporan tersebut Kepalc1 Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Sadan. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

· Pasal 36 

(1) Rincian tugas Jabatan Strukturai dan uraian tugas Jabat2n Fungsional Urnurn 

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kep'ala Sadan berdasarkan formasi 

jabatan yang ditetapkan dengan Peratur2n Bupati. 

(2) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut 

de:ngan Peraturan KP.pala Sadan, berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja. 
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BABVI 

KETENTUANPENUTU~ 
Pasal 37 

, hal yang bclum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
~a•· 
. iur /P.bih lanjut dengan Peraturan Kepala Sadan. 

d18 

Pasal 38 

roraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Mar ~e:iap orang dapat mengetahuinya, memarintahkan pengundangan Peraturan ini 

3
ngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 

Disahkan di Purwokerto 

pada tanggal 21 Dec 2004 
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